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ABSTRAK

Dalam hukum kewarisan Islam, penentuan mengenai kerabat yang berhak
memperoleh warisan didasarkan pada prinsip patrilineal. Ketentuan ini tidak relevan
bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral atau matrilineal pada
khususnya dan masyarakat modern pada umumnya. Peradilan Agama di Indonesia
belum lama ini meninggalkan ketentuan tersebut dan memberlakukan hukum kewa-
risan bilateral. Karena itu menjadi penting untuk mengkaji ketentuan-ketentuan apa
saja dalam hukum kewarisan Islam yang bersifat patrilineal, bagaimana dalil-dalil
dan penalaran fugaha’ dalam mengkonstruk patrilinealitas hukum kewarisan, serta
bagaimana tingkat kekuatan patrilinealitas tersebut secara metodologis.

Fokus disertasi ini adalah patrilinealitas dalam hukum kewarisan. Karena itu,
disertasi ini tidak menyentuh persoalan hak kewarisan suami dan istri karena
keduanya bukanlah ahli waris yang disebabkan hubungan kekerabatan, juga tidak
mengkaji persoalan besaran bagian yang telah ditentukan (7urud), dan tidak pula
akan melihat hubungan antara kewarisan dan wasiat.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, peneliti melakukan
penelitian kepustakaan terhadap karya-karya figh mazhab sebagai sumber primer dan
karya-karya di luar figh mazhab sebagai sumber sekunder. Data-data yang diperoleh
dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan usul figh dan perspektif
antropologi, serta dengan metode analitis-kritis.

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
Pertama, al-Qur’an dan Sunnah telah memberikan hak waris secara bilateral kepada
anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu, dan saudara laki-laki dan saudara
perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin pewaris. Namun hukum kewarisan
Islam (figh) kemudian menentukan secara patrilineal keberhakan kerabat lain yang
hubungannya dengan pewaris tidak secara langsung, baik kerabat tersebut termasuk
kelompok ashab al-furud, ‘asabah maupun dhawi al-arham. Kedua, tidak ada dalil
yang memberikan petunjuk kuat bagi patrilinealitas hukum kewarisan. Patrilinealitas
ashab al-furud dihasilkan dari perluasan makna istilah-istilah kekerabatan dalam
ayat-ayat kewarisan dengan menggunakan makna ‘wrfi sebagaimana berlaku dalam
sistem kekerabatan Arab. Sedangkan patrilinealitas ahli waris yang berhak menerima
sisa atau bagian yang besarannya tidak ditentukan didasarkan pada sebuah hadis
tentang pemberian sisa harta warisan untuk “aw/a rajul/”’ yang diartikan sebagai laki-
laki yang hubungannya dengan pewaris tidak melewati perempuan, yang dikenal
dalam sistem kekerabatan Arab dengan sebutan ‘asabah. Dengan demikian,
patrilinealitas hukum kewarisan Islam dikonstruk oleh fugaha’ dengan mengadopsi
sistem kekerabatan Arab sebagai sumbernya. Ketiga, konstruksi patrilineal dalam
hukum kewarisan Islam merupakan hasil dari pembacaan nass secara parsial tanpa
dihubungkan dengan ayat-ayat lain yang terkait dengan hubungan antar kerabat serta
prinsip-prinsip kewarisan. Ketika mengkonstruk struktur luas ahli waris, fugaha’
mengambil sumber ekstratekstual berupa ‘w7, yaitu sistem kekerabatan patrilineal
Arab. Padahal, ‘urf tersebut bertentangan dengan nass yang secara kumulatif
menghendaki sistem kekerabatan bilateral. Dengan demikian, konstruksi patrilineal
dalam hukum kewarisan Islam lemah secara metodologis.



ABSTRACT

In the Islamic inheritance law, the determination of relatives who should get
estate is based on the patrilineal principle. This provision is not relevant to the
people who hold bilateral or matrilineal kinship system in particular and modern
society in general. Islamic Courts in Indonesia recently left that provision and
enforce the bilateral inheritance system. Therefore it is important to examine whats
provisions in the Islamic inheritance law that are patrilineal, how the arguments and
reasoning of jurists in constructing patrilineality in inheritance law, as well as how
the degree of strength patrilinealitas methodologically.

The focus of this dissertation is patrilineality in Islamic inheritance law.
Therefore, this dissertation does not touch the issue of inheritance rights for both
husband and wife because they are not the heirs caused by kinship relationship, nor
does it examine the issue of the precise shares (furud), and neither will see the
relationship between inheritance and bequest.

To answer the questions above, researcher conducted a literature study of the
works of figh schools as a primary source and works outside schools of figh as a
secondary source. The data were analyzed qualitatively using the Islamic
jurisprudence (ushul figh) and anthropological perspectives, as well as the critical-
analytical methods.

From the research that has been done can be concluded as follows. First,
Qur'an and Sunna have given inheritance rights in bilateral to son and daughter,
father and mother, and brother and sister, regardless of their sex. But the Islamic
inheritance law (figh) determine in patrilineal principle the eligibility of other
relatives whose relationship to the deceased is not directly, both relatives included
ashab al-furud, ‘asabah as well as dhawi al-arham. Second, there is no proof that
gives a strong clue to patrilineality in inheritance law. Patrilineality of ashab al-
furud (quota-sharers) resulting from the expansion of the meaning of kinship terms
in the verses of inheritance by using customary meaning (&rfi) as applicable in the
Arab kinship system. While patrilineality of heirs entitled to receive the remaining
amount or unprecise shares is based on a tradition of giving the rest of the estate to
"awla rajul” were defined as men whos relationship with the deceased do not pass a
woman, known in the Arabian kinship system as ‘asabah. Thus, patrilineality in
Islamic inheritance law is constructed by the jurists by adopting Arabian kinship
system as the source. Third, the construction of patrilineal inheritance in Islamic law
is the result of a reading text partially without associated with other texts related to
the relationship between the relatives and the principles of inheritance. When
constructing broad structure of heirs, jurists took as extratextual source an Arabian
custom, ie the Arabian patrilineal kinship system. In fact, the wrfis contrary to texts
which cumulatively require bilateral kinship system. Thus, the construction of
patrilineal inheritance in Islamic law is methodologically weak.
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dan jauh dari sempurna.

Apa pun hasilnya, dalam penyelesaian disertasi ini penulis berhutang budi dan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam dipandang sebagai bidang hukum yang final dan
tidak dapat diubah. Namun tidak sedikit masyarakat muslim yang enggan
menggunakan ketentuan-ketentuan pembagian warisan sebagaimana diatur dalam
hukum kewarisan Islam. Keengganan ini sebagian tercermin dalam bentuk hibah-
wasiat, pembagian warisan oleh para ahli waris secara musyawarah, serta
penyelesaian perkara kewarisan di pengadilan negeri. Keenganaan tersebut
mengindikasikan adanya persoalan dalam hukum kewarisan Islam yang membuatnya
tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan keadilan.

Ada sejumlah ketentuan yang mungkin menjadi alasan sebagian umat Islam
enggan menggunakan hukum kewarisan Islam. Salah satunya adalah garis
kekerabatan yang melandasi hukum kewarisan Islam, yaitu garis kekerabatan
patrilineal. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan seseorang dengan pewaris
sangat ditentukan oleh garis kekerabatan yang menghubungkan keduanya. Ahli
waris yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris melalui garis murni laki-laki
mempunyai posisi lebih kuat daripada ahli waris yang melewati perempuan.

Patrilinealitas hukum kewarisan Islam telah mendapat perhatian Hazairin.
Menurutnya, hukum kewarisan Sunni yang bercorak patrilineal telah menimbulkan
konflik dengan adat masyarakat di Indonesia, terutama yang menganut sistem
kekerabatan bilateral dan matrilineal. Konflik tersebut muncul karena hukum
kewarisan Islam Sunni tidak memenuhi rasa keadilan mereka. Lebih lanjut, dengan
perspektif antropologi yang ia gunakan, Hazairin secara a priori menyatakan bahwa
patrilinealitas hukum kewarisan Islam Sunni merupakan akibat pengaruh sistem
kekeluargaan Arab yang patrilineal.! Dengan menggunakan perspektif yang sama,
dia pun berpendapat bahwa sistem kekekeluargaan yang dikehendaki al-Qur’an
adalah sistem kekeluargaan bilateral. > Berangkat dari pandangannya tersebut,
Hazairin kemudian menawarkan sistem hukum kewarisan yang bersifat bilateral.

Gagasan Hazairin di atas pada perkembangannya kemudian mendapat
perhatian, baik dari kalangan akademisi maupun pemegang otoritas hukum di negeri
ini. Al Yasa Abubakar melakukan kajian terhadap khazanah tafsir, sharh hadis dan
figh untuk melihat kemungkinan adanya pendapat yang serupa dengan pendapat
Haz%irin atau setidak-tidaknya petunjuk tentang adanya kemungkinan pembacaan
lain.

Pada tataran yang lebih praktis, gagasan Hazairin berpengaruh terhadap
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) meskipun secara samar-samar. Lebih
lanjut, hukum kewarisan Islam bilateral dikembangkan olen Mahkamah Agung

YHazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Algur’an dan Sunnah (Jakarta: Tintamas,
1981), 1-2.

2fbid., 1 dan 13-14.

®Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran
Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab ( Jakarta: INIS, 1998), 210-211.
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dalam Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi
2007 yang diberlakukan sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama.

Meskipun Hazairin telah menawarkan gagasan tentang hukum kewarisan
Islam bilateral dan kini hukum kewarisan yang berlaku di lingkungan Peradilan
Agama pun bersifat bilateral, namun tawaran dan pemberlakuan hukum kewarisan
bilateral tersebut tidak didasarkan pada kajian yang menunjukkan kelemahan hukum
kewarisan patrilineal. Padahal, hukum kewarisan Islam yang bersifat patrilineal
merupakan hukum yang dikembangkan dan diikuti mayoritas fugaha’ selain mazhab
Syi’ah Ja’fariyyah, dan telah begitu mapan hingga seolah-olah sudah pasti benar.
Lebih dari itu, dalam teori hukum Sunni, suatu hukum mesti didasarkan pada nass
dan tidak bisa semata-mata ditetapkan dengan pertimbangan nalar.* Karena itu,
keputusan meninggalkan hukum kewarisan yang bersifat patrilineal dan
menggantinya dengan hukum kewarisan yang bersifat bilateral selayaknya
didasarkan pada kajian yang secara ilmiah menunjukkan kelemahan nass-nass yang
menjadi dasar bagi patrilinealitas hukum kewarisan dan/atau /stinbat hukum yang
dilakukan fugaha’.

Karena itu sangat penting untuk melakukan kajian terhadap dalil dan
istinbat hukum fugaha’ tersebut. Hasil kajian ini dapat menjadi semacam alasan
akademis mengapa hukum kewarisan Islam patrilineal ditinggalkan dan diganti
dengan hukum kewarisan bilateral, atau sebaliknya menjadi landasan untuk meninjau
ulang gagasan dan pemberlakuan hukum kewarisan bilateral tersebut.

. Batasan Masalah

Yang menjadi fokus disertasi ini adalah persoalan patrilinealitas dalam
hukum kewarisan Islam, yakni diutamakannya kerabat yang hubungan kekerabatan-
nya dengan pewaris melalui garis laki-laki dan dipinggirkannya kerabat yang
hubungannya dengan pewaris melewati perempuan. Dengan pilihan fokus pada garis
kekerabatan maka disertasi ini tidak menyentuh persoalan hak kewarisan suami dan
istri karena keduanya bukanlah ahli waris yang berhak mewaris disebabkan
hubungan kekerabatan (nasabiyyah), juga tidak mengkaji persoalan perbandingan
bagian 1:2 antara laki-laki dan perempuan serta persoalan besaran bagian yang telah
ditentukan (furud), yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6, dan tidak pula akan melihat
persoalan hubungan antara kewarisan dan wasiat.

Hukum kewarisan merupakan satu bagian dari keseluruhan hukum Islam.
dalam tradisi kajian Islam berbahasa Arab, untuk menyebut hukum Islam digunakan
dua istilah, yaitu syariah dan figh. Syari’ah menunjuk kepada ketentuan yang
didasarkan pada dan dipahami dari dalil-dalil yang gat“ baik dari sisi wurud/
thubutnya maupun dari sisi dalalaimya. Sedangkan figh merupakan hasil kerja akal
manusia dalam memahami dalil-dalil yang zanni, baik salah satu sisinya (yakni
wuruad/thubut dan dalalah) maupun keduanya. Karena hukum kewarisan Islam yang
dikaji adalah yang merupakan hasil penalaran fugaha’ maka istilah hukum Islam
yang dimaksud dalam disertasi ini adalah figh. Namun karena figh kewarisan Syi’ah

*Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam : Probabilitas dan Kepastian” , dalam Yudian
W. Asmin (Ed.), Ke Arah Figh Indonesia, (Yogyakarta: FSHI Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga,
1994),74.
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tidak bersifat patrilineal, melainkan parental atau bilateral,> maka yang dimaksud
dengan “hukum kewarisan Islam” dan “fugaha’” dalam disertasi ini tidak mencakup
hukum kewarisan dan fugaha’ Syi’ah, kecuali yang secara eksplisit disebutkan
sebagai hukum kewarisan dan fugaha’ Syi’ah.

. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan tersebut di atas maka persoalan penelitian
ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
1. Apa saja ketentuan-ketentuan patrilineal dalam hukum kewarisan Islam?
2. Bagaimana dalil-dalil dan penalaran hukum fugaha’ dalam mengkonstruksi
ketentuan-ketentuan patrilineal dalam hukum kewarisan Islam?
3. Bagaimana tingkat kekuatan ketentuan-ketentuan patrilineal dalam hukum
kewarisan Islam ?

. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari masalah yang ada
dalam rumusan masalah di atas. Tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Mengetahui lebih mendalam mengenai ketentuan-ketentuan patrilineal dalam
hukum kewarisan Islam ;
2. Mengetahui secara mendalam konstruksi hukum yang dilakukan fugaha’
sehingga lahir ketentuan-ketentuan patrilineal dalam hukum kewarisan;
3. Menganalisis tingkat kekuatan dalil-dalil dan penalaran hukum fugaha’ dalam
mengkonstruksi ketentuan-ketentuan patrilineal dalam hukum kewarisan Islam.

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh kegunaan dan manfaat lebih
lanjut, antara lain:

1. Secara teoritis, diharapkan akan diketahui dengan jelas ketentuan-ketentuan apa
saja dalam hukum kewarisan Islam yang bersifat patrilineal. Lebih jauh
diharapkan akan diketahui seberapa jauh dukungan rass terhadap patrilinealitas
tersebut. Sebuah 7ass memiliki dua sisi, yaitu sisi thubut/wurud dan sisi dalalah.
Dari sisi thubut/wurudhya, melalui penelitian ini diharapkan akan diketahui
seberapa kuat nass-nass yang dijadikan dasar. Sementara dari sisi galala/mya,
diharapkan akan diketahui tingkat akurasi penalaran fugaha’ dan konstruksi
hukum yang mereka lakukan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi
upaya pengembangan hukum kewarisan Islam yang lebih membumi dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat Muslim serta bisa diterapkan secara
konsisten, tanpa ada upaya-upaya penghindaran yang tidak jujur.

. Pendekatan Penelitian

Para teoritisi hukum Islam (usu/i) mendefinisikan hukum sebagai Ahitab
Allah mengenai perbuatan manusia yang mukallaf, baik A#//tab itu berisi tuntutan
(fqtiga’), alternasi (takhyir) maupun penetapan hubungan (wad’). Yang dimaksud
dengan khitab dalam definisi tersebut adalah kalam nafsi, yaitu perkataan Allah
yang ada pada Zat-Nya (atau “pikiran”-Nya). Dengan menisbatkan hukum kepada
Tuhan, maka manusia tidak berwenang membuat atau menetapkan hukum. Tugas

®Lihat misalnya dalam Muhammad Abu Zahrah, al/-Mirath ‘inda al-Ja‘fariyyah (Kairo:
Jami’ah al-Duwal al-‘Arabiyyah, 1955); Anderson, /slamic law., 66-69.
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dan wewenang manusia bukanlah menetapkan hukum (muthbit), melainkan
menemukan hukum  (muzhir) melalui  petunjuk atau tanda-tanda hukum
(aalilt/imarah/‘alamah) yang diberikan oleh Pembuat hukum (a/-Hakim), yakni
Allah.® Dengan demikian penggunaan wahyu sebagai media untuk mengetahui
hukum merupakan keniscayaan karena hukum dalam Islam adalah hukum Tuhan.

Namun pemahaman terhadap wahyu dalam hubungannya dengan realitas
membutuhkan penggunaan akal. Memahami 7rass-nass yang berbicara mengenai
hukum-hukum realitas tertentu dibutuhkan penggunaan akal, baik dalam rangka
menerapkannya pada realitas tersebut maupun untuk memahami sisi-sisi historisitas
nass-nass tersebut. Begitu pula ketika wahyu tidak memberikan penjelasan secara
eksplisit dan spesifik mengenai persoalan, maka penggunaan akal pun dibutuhkan
guna memahami karakter persoalan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangan
aspek maslahah dan mafsadaimya sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Pengakuan terhadap wahyu dan akal sebagai media untuk mengetahui
hukum Tuhan lebih lanjut diwujudkan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah ijtihad.
Secara garis besar, terdapat dua macam kaidah dalam ijtihad, yaitu kaidah-kaidah
kebahasaan (al-gawa‘id al-usuliyyah al-lughawiyyah) dan kaidah-kaidah penetapan
hukum yang melibatkan pertimbangan kemaslahatan (al-gawa‘id al-usuliyyah al-
tashri‘iyyah).

Al-gawa‘id al-lughawiyyah disebut oleh al-Ghazali sebagai pilar utama
ushul figh’ karena sumber-sumber hukum Islam adalah rass-nass berbahasa Arab,
yakni al-Qur’an dan Hadis. Urgensi pendekatan kebahasaan dalam memahami al-
Qur’an dan Hadis juga disadari oleh para pemikir muslim kontemporer seperti
Mohammed Arkoun, Ali Harb, Muhammad Abid al-Jabiri dan Muhammad Syahrur.®
Hanya saja, penggunaan pendekatan bahasa harus dilakukan dengan memperhatikan
prinsip intratekstualitas, yaitu memaknai sebuah ayat atau teks dengan melihat
keterkaitan dan hubungannya dengan kata atau ayat lain. Intratekstualitas menuntut
perlakuan dan pembacaan terhadap sebuah teks secara holistik dan tidak atomistik.
Nass-nass seputar kewarisan, misalnya, harus dibaca dengan cara dihubungkan
antara satu dengan yang lain, serta dihubungkan pula dengan nass-nass mengenai
persoalan yang terkait dan prinsip-prinsip syariat Islam secara umum.

Realitas sejarah menunjukkan bahwa dalam ijtihadnya untuk menemukan
hukum Tuhan, seorang mujtahid tidak dapat sepenuhnya terbebas dari subyektifitas.
Faktor-faktor ekstratekstual seperti adat kebiasaan masyarakat (“urf), baik sengaja
dipertimbangkan oleh mujtahid maupun tidak, dapat berpengaruh terhadap penalaran
mereka dan hasil ijtihadnya. Berbagai perbedaan pendapat di antara fugaha’ sebagian
disebabkan oleh perbedaan faktor sosial budaya yang melatarbelakanginya. Karena
itulah di antara para wsuliyyin dan fugaha’ dikenal sebuah kaidah yang diterima
secara luas, yang menyatakan

%Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman, Ghayah al-Wusul ila Daga’iq “llm al-Usul (ttp.: al-Sa’adah,
1979) 122-123.
"Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min “llm al-Usul (Beirut:
Dar al-Kutub al-*IImiyyah, 2008) 287.
8 . . - - . . - .
Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum [Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali
Pers, 2006), 44.
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Kaidah ini merupakan pengakuan bahwa sebuah hasil ijtihad dipengaruhi
olen waktu, tempat, adat dan kondisi yang melatarbelakangi kelahiran sebuah
produk hukum. ljtihad para mujtahid yang menghasilkan bangunan hukum kewarisan
yang bercorak patrilineal sangat mungkin dipengaruhi oleh sistem kekerabatan di
mana mereka hidup. Karena itu, dalam mengkaji patrilinealitas hukum kewarisan
mereka, perspektif sosiohistoris juga perlu digunakan di samping ushul figh.

Hubungan antara nass, /stinbat yang dilakukan fugaha’ dan relitas sosial di
mana fugaha’ hidup dan melakukan /st/nbat dapat digambarkan dalam skema berikut
ini.

Nass al-Qur’an
dan Hadis

Realitas Sosial
(Sistem Kekerabatan)

l

Hukum
Kewarisan Islam

. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode
analitis-kritis, '° karena yang menjadi obyek penelitian adalah produk pemikiran
manusia yang terkandung dalam karya-karya tercetak. Karya-karya yang menjadi
sumber data penelitian ini bisa berupa naskah primer maupun naskah sekunder.
Naskah primer adalah naskah yang memuat karangan atau gagasan asli seseorang,
sedangkan naskah sekunder adalah naskah yang ditulis seseorang yang memuat
gagasan orang lain. Dalam naskah sekunder sering juga termuat pembahasan dan
kritik seseorang terhadap gagasan orang lain. Gagasan yang terkandung dalam
naskah primer disebut sebagai gagasan primer, dan pembahasan serta Kkritik
seseorang terhadap gagasan orang lain yang termuat dalam naskah sekunder disebut
gagasan sekunder.

Dalam penelitian ini, yang dipandang sebagai naskah primer adalah kitab-
kitab figh karya-karya fugaha’ mazhab. Gagasan-gagasan yang termuat dalam kitab-
kitab tersebut dalam penelitian ini seluruhnya dipandang sebagai gagasan primer
meskipun bisa jadi berupa penjelasan terhadap gagasan fugaha’ lain. Hal ini karena
penelitian ini menempatkan pemikiran fugaha’ mazhab sebagai satu obyek,

®Ibn Qayyim al-Jawziyyah, /“/am al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin (Beirut: Dar al-Qalam,
1982), IlI: 4.

“Nama lain yang sering digunakan adalah deskriptif-analitis. Namun nama ini kurang
menonjolkan aspek kritisnya. Lihat Jujun S. Suriasumantri, “Penelitian llmiah, Kefilsafatan, dan
Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan” dalam M. Deden Ridwan (ed.), 7radisi Baru
Penelitian Agama Islam Tinjauan Antardisiplin /lmu, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2001), 68.
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meskipun dalam satu mazhab terdapat banyak fugaha’ yang tentu saja ada
keragaman gagasan pada tingkat elaborasi. Sedangkan yang dipandang sebagai
naskah sekunder adalah karya-karya para penulis non-mazhab yang memuat,
membahas ataupun mengkritik pemikiran fugaha’ mazhab, khususnya tentang
ketentuan-ketentuan bercorak patrilineal dalam hukum kewarisan.

Langkah-langkah dalam penelitian analitis-kritis meliputi (1) mendeskripsi-
kan gagasan primer yang menjadi obyek penelitian, (2) membahas atau menafsirkan
gagasan primer tersebut (3) melakukan kritik terhadap gagasan primer yang telah
ditafsirkan (4) melakukan “studi analitik” dan (5) menarik kesimpulan.**

Sebagai langkah pertama, penelitian ini mendeskripsikan sebagai gagasan
primer ketentuan-ketentuan patrilineal sebagaimana yang menjadi pendapat atau
gagasan fugaha’ yang merupakan obyek penelitian. Gagasan primer ini dapat
diperoleh dari naskah primer dan dapat pula dari naskah sekunder.

Langkah kedua adalah membahas ketentuan-ketentuan patrilineal, yang
pada hakikatnya adalah memberikan semacam penafsiran peneliti terhadap gagasan
yang telah dideskripsikan. Untuk melengkapi dan memperkaya pembahasan ini,
peneliti akan memanfaatkan gagasan sekunder, yakni hasil pembahasan orang lain
yang melakukan hal yang sama terhadap gagasan primer.

Langkah ketiga adalah melakukan kritik terhadap gagasan primer yang
telah ditafsirkan tersebut. Kritik ini dilakukan atas asumsi bahwa semua gagasan
manusia tidak sempurna dan dalam ketidaksempurnaan itu terkandung kelebihan dan
kekurangan. Sebagaimana dalam langkah kedua, dalam langkah ketiga ini gagasan
sekunder yang berupa kritik juga dimanfaatkan sebagai bahan bandingan dan
pengayaan.

Langkah ketiga ini dibarengi dengan langkah keempat, yaitu melakukan
“studi analitik” yang dalam penelitian (disertasi) ini dilakukan dalam bentuk studi
perbandingan dan studi hubungan. Studi perbandingan dilakukan dengan cara
mengkomparasikan pemikiran fugaha’ yang melahirkan hukum kewarisan bercorak
patrilineal dengan pemikiran para pemikir lain, seperti fugaha’ Syi’ah dan Hazairin,
untuk melihat perbedaan-perbedaan pemikiran di antara mereka dan mengetahui
kelebihan dan kekurangan masing-masing, khususnya dari sisi metodologi yang
mereka gunakan. Untuk ini, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan
ushul figh sebagai pendekatan utama. Ini dipandang tepat karena ushul figh
merupakan teori yang melandasi dibangunnya figh. Sedangkan studi hubungan
dilakukan untuk mengkaji hubungan antara patrilinealitas hukum kewarisan Islam
dengan sistem kekerabatan masyarakat Arab yang menjadi latar sosio-historis
kelahirannya. Studi ini tentu tidak memadai jika hanya menggunakan pendekatan
ushul figh. Karena itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologi
untuk memahami produk pemikiran hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan
sistem kekerabatan dalam hukum kewarisan, dalam kaitannya dengan latar belakang
sosio-kulturalnya. Pendekatan ini digunakan dengan asumsi bahwa suatu pemikiran
hukum Islam merupakan hasil dari interaksi antara fugaha' dengan lingkungan sosio-
kultural dan sosio-politik mereka.

Selanjutnya, langkah terakhir dalam penelitian analitis-kritis adalah
menyimpulkan hasil penelitian.

W 1bigl, 69-71.
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BAB Il
PEMBAHASAN

A. Ketentuan-ketentuan Patrilineal dalam hukum Kewarisan Islam

Patrilinealitas hukum kewarisan Islam terdapat dalam penetapan kerabat
dari semua kelompok ahli waris sebagaimana dikenal dalam hukum kewarisan Islam,
yaitu kelompok ashab al-furuad, ‘asabah dan dhawi al-arham.

1. Patrilinealitas ashab al-furud

Ketentuan patrilineal dalam kelompok ini menyangkut (a) ahli waris arah ke
bawah, yaitu cucu perempuan, (b) ahli waris arah ke atas, yaitu kakek dan nenek, dan
(c) ahli waris arah ke samping, yaitu saudara.

(@) Cucu perempuan

Cucu perempuan dipandang sebagai ahli waris yang mempunyai hak
kewarisan yang hampir sama dengan hak anak perempuan. Namun kedudukan dan
hak cucu tersebut hanya berlaku bagi cucu perempuan dari garis laki-laki. Yang
dimaksud dengan cucu perempuan dari garis laki-laki adalah keturunan perempuan
derajat kedua dan seterusnya ke bawah yang terhubung dengan pewaris melalui laki-
laki dan tidak ada perempuan yang menjadi penghubungnya (mereka adalah bint al-
ibn, bint ibn al-ibn, bint ibn ibn al-ibn, dan seterusnya). Ketentuan tersebut tidak
berlaku bagi cucu perempuan dari garis perempuan (setiap keturunan perempuan
yang hubungan nasabnya kepada pewaris melewati perempuan). Jadi, cucu
perempuan yang termasuk ashab al-furud hanyalah cucu dari anak laki-laki dan
seterusnya ke bawah sepanjang melalui garis laki-laki (patrilineal). Sedangkan cucu
perempun dari anak perempuan atau dari garis murni perempuan maupun bercampur
perempuan hanya dimasukkan ke dalam kelompok ahawi al-arham' yang baru akan
mendapat bagian warisan jika sudah tidak ada sama sekali ‘asabah dan/atau ashab al-
furudyang berhak menerima radd.

Ketentuan mengenai cucu perempuan ini menjadi pendapat fugaha’ dari
semua madzhab selain Syi’ah, bahkan juga fugaha’ modern. Seakan-akan ketentuan
tersebut telah sangat jelas disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis sehingga mereka
sepakat dan tidak ada yang mempersoalkannya.

(b) Kakek dan nenek

Seluruh fugaha’ sepakat berpendapat bahwa kakek dan nenek termasuk ahli
waris. Sebagaimana ayah, kakek ditempatkan fugaha’ sebagai ahli waris ‘asabah
sekaligus ashab al-furud. Namun kedudukan dan hak kewarisan kakek tersebut hanya
berlaku bagi kakek safih. Kakek sahiflah yang termasuk ahli waris ashab al-furud
dan ‘asabah. Sedangkan kakek ghayru sahih (atau kakek fasid) hanya termasuk ahli
waris dhawi al-arham yang sangat kecil kemungkinanannya untuk bisa memperoleh
warisan. Yang dimaksud dengan kakek sahih adalah kakek yang hubungan

2\ ihat al-Bayjuri, Hashiyah al-Bayjuri ‘ala Sharh al-Ghazzi “ala Matn Abi Syuja“ (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘lImiyyah, 1420/1999), II: 128; ‘Ali ‘Abd al-Hamid Baltah Jay dan Muhammad
Wahbi Sulayman, al-Mu’tamad fi Figh al-Imam Ahmad (Beirut: Dar al-Khayr, 1412/1992), 1l: 58; al-
Qadiri al-Hanafi, 7akmilah al-Bahr al-Ra’iq Sharh Kanz al-Daga’ig, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘llmiyyah, 1418/1997), 367; dll.

16



kekerabatannya dengan pewaris tidak melewati perempuan. Jika hubungan nasabnya
dengan pewaris dihubungkan oleh atau melewati perempuan, maka ia bukanlah
kakek sahih melainkan kakek fasid*® Dengan ketentuan ini maka kakek dari pihak
ibu bukanlah kakek safi/h, sementara kakek dari ayah, sejauh apa pun hubungan
kekerabatannya dengan pewaris, sepanjang tidak melewati perempuan, merupakan
kakek sahih.

Pembedaan yang serupa juga berlaku bagi nenek: nenek safihah dan nenek
fasidah atau ghayru sahihah. Namun berbeda dengan kakek, yang menentukan
apakah seorang nenek (yang dimaksud adalah nenek pada tingkat kedua, ketiga dan
seterusnya ke atas [buyut, canggah, dst. ke atas]) dianggap sahihah ataukah fasidah
bukanlah karena hubungannya ke pewaris hanya dihubungkan oleh murni orang-
orang laki-laki ataukah melewati perempuan. Tetapi yang menentukan adalah ada
tidaknya kakek fas/id yang menjadi penghubung antara nenek dengan pewaris. Jika
nenek tidak melewati kakek 7as/id maka ia adalah nenek safihah, dan sebaliknya, jika
melewati kekek 7as/id maka ia adalah nenek 7asigah. Jadi, nenek 7asidah adalah nenek
yang hubungan nasabnya dengan pewaris melewati kakek 7asid™

Pembedaan ini menunjukkan patrilinealitas dalam kriteria nenek yang
berhak mewaris, meskipun patrilinealitas tersebut tidak sekental dalam kriteria
kakek. Seorang nenek menjadi f7asidah tidak karena secara langsung melewati
perempuan, melainkan karena melewati kakek fasid. Namun meskipun tampaknya
yang menyebabkan seorang nenek menjadi fasidah, dan karenanya tidak termasuk
kelompok ashab al-furud melainkan hanya dhawi al-arham, bukanlah perempuan
melainkan laki-laki (yakni kakek fasid), tetapi yang menyebabkan seorang kakek
tersebut dikategorikan fas/d adalah perempuan. Jadi, tetap saja, seseorang (nenek)
dianggap sebagai kerabat jauh (ahawi al-arham) pewaris disebabkan karena adanya
perempuan di dalam silsilah nasabnya.

(c) Saudara Perempuan
Hak kewarisan saudara diberikan langsung oleh al-Qur’an. Terdapat dua ayat
yang menjelaskan hak kewarisan saudara, yaitu al-Nisa’: 12 dan al-Nisa’: 176.
Kedua ayat ini tidak menjelaskan dan membedakan jenis saudara (kandung/seayah/
seibu), namun hak kewarisan yang ditetapkan kedua ayat tersebut tidak sama.
Perbedaan ketetapan hak kewarisan tersebut kemudian diselesaiakan dengan cara
memberlakukan al-Nisa’:12 untuk kasus kewarisan saudara seibu, dan al-Nisa’: 176
untuk kasus kewarisan saudara sekandung dan saudara seayah. Dengan demikian,
bagian saudara kandung dan seayah lebih besar daripada saudara seibu, dan
kedudukan saudara kandung dan seayah pun lebih kuat daripada saudara seibu.
Saudara sekandung mungkin tepat untuk dianggap sebagai lebih dekat (atau
lebih kuat) hubungan kekerabatannya dengan pewaris daripada saudara seayah atau
saudara seibu, karena saudara sekandung dihubungkan nasabnya melalui dua pihak
(yaitu ayah dan ibu) sedangkan saudara seayah atau seibu hanya melalui satu pihak
(ayah saja atau ibu saja). Tetapi saudara seayah sulit untuk dianggap sebagai lebih
dekat daripada saudara seibu, kecuali oleh masyarakat patrilineal. Dalam sistem
kekerabatan patrilineal, hubungan kekerabatan dihubungkan melalui pihak laki-laki.

BMustafa Shalabi, Ahkam al-Mawarith bayna al-Figh wa al-Qanun, (Beirut: Dar al-Nahdah
al-‘Arabiyyah, 1978), 142; dan al-Qadiri al-Hanafi, 7akmilah., 267-368.

Yshalabi, Ahkam al-Mawarith., 194.
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Karena itu, ketika saudara seayah diperlakukan oleh hukum kewarisan Islam sebagai
lebih kuat hubungan kekerabatannya dengan pewaris dan karenanya memiliki hak
yang lebih besar daripada saudara seibu, maka perlakuan tersebut merepresentasikan
sistem kekerabatan patrilineal.

2. ‘Asabah: Konsep Khas Patrilineal

Istilah ‘asabah biasa dipahami oleh fugaha’ ahli faraidl sebagai ahli waris
yang tidak mendapat bagian yang sudah dipastikan besarannya (7ard) yang telah
disepakati oleh seluruh fugaha’ (seperti ashab al-furud) dan yang belum disepakati
oleh mereka (seperti dhawi al-arham). Dengan pengertian ini, fugaha’ membagi
‘asabah ke dalam tiga kelompok.

a. ‘Asabah bi nafsih

‘Asabah bi nafsih atau ‘asabah karena dirinya sendiri adalah ahli waris
‘asabah yang sebenarnya. Artinya, mereka sejak awal adalah ahli waris ‘asabah,
bukan ashab al-furud yang menerima bagian secara ‘wsubah karena bersama orang
lain. Mereka tidak akan memperoleh bagian warisan berupa bagian tertentu (7urud),
kecuali ayah dan kakek karena keduanya disamping sebagai ‘asabah juga termasuk
ashab al-furud. Jadi, jika disebutkan ahli waris ‘asabah saja (tanpa keterangan) maka
yang dimaksud adalah asabah bi nafsih.

Fugaha’ sepakat bahwa yang termasuk dalam kelompok ‘asaba/ ini adalah
setiap kerabat laki-laki yang hubungan nasabnya dengan pewaris tidak melewati
perempuan.’® Pengertian ini mencakup dua kemungkinan. Pertama, mungkin antara
mereka dengan pewaris tidak ada perantara sama sekali, seperti anak laki-laki dan
ayah pewaris. Kedua, di antara mereka ada perantara tetapi perantara tersebut adalah
(atau semuanya) laki-laki, seperti cucu laki-laki garis laki-laki. Jika orang yang
menjadi perantara adalah perempuan maka ahli waris tersebut tidak termasuk
‘asabah bi nafsih melainkan ahawr al-arham yang sangat kecil kemungikannya untuk
memperoleh warisan.

Dengan pengertian ini, terlihat dengan sangat jelas bahwa konsep ‘asabah
merupakan konsep yang sangat patrilineal dan mengunggulkan kelompok kerabat
laki-laki dari garis laki-laki. Adanya konsep khusus untuk menyebut kelompok
kerabat ini mengindikasikan kedudukan istimewa yang dimiliki mereka.

b. ‘Asabah bi al-ghayr

‘Asabah bi al-ghayr adalah setiap ashab al-furud perempuan yang menerima
bagian secara ‘wsubah disebabkan bersama-sama dengan ‘asabah bi nafsih tertentu.
‘Asabah bi nafsih tersebut biasa diistilahkan dengan mu‘asib. ‘Asabah bi al-ghayr
terdiri atas empat orang perempuan ashab al-furuad, yaitu anak perempuan ketika
bersama dengan anak laki-laki (sebagai mu‘asibnya), cucu perempuan garis laki-laki
ketika bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung
ketika bersama dengan saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan seayah
ketika bersama dengan saudara laki-laki seayah. Dengan menjadi ‘asabah bi al-
ghayr, perempuan-perempuan tersebut tidak lagi menerima 7ard melainkan menerima

B al-Sarkhasi, al-Mabsut, XX1X: 150; Ibn Qudamah, a/-Kafi 1V: 97; al-‘Imrani, al-Bayan,
I1X: 63; Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar, X: 516-517; Shalabi, Ahkam al-Mawarith, 208.
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secara ‘usubah atau sisa bersama-sama /v ’asibnya masing-masing, dengan ketentuan
bagian seorang laki-laki dua kali lipat bagian seorang perempuan.*®

Di atas telah disebutkan bahwa istilah ‘asabah sebenarnya berarti kerabat
laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan seseorang tidak melewati
perempuan. Tetapi istilah ini kemudian digunakan oleh fugaha’ ahli fara’idl dengan
pengertian ahli waris yang berhak menerima bagian tidak tertentu. Pengertian ini
berangkat dari kenyataan bahwa hak kewarisan yang diterima oleh ‘asabah tersebut
(‘asabah bi nafsih) tidak ditentukan besarannya dalam al-Qur’an. Cara perolehan
warisan seperti ini kemudian dijadikan sebagai definisi ‘asabah oleh ulama ahli
fara’idl. Dan ketika anak/cucu perempuan dan saudara perempuan sekandung/seayah
juga menerima bagian yang besarannya tidak ditentukan, maka mereka pun disebut
sebagai ‘asabah. Hanya saja, karena mereka sebenarnya adalah ahli waris ashab al-
furud yang menerima bagian tidak tertentu disebabkan bersama-sama dengan ahli
waris lain, maka mereka disebut ‘asabah bi al-ghayr*’

c. ‘Asabah ma‘a al-ghayr

‘Asabah ma‘a al-ghayr adalah setiap ashab al-furud perempuan yang
menerima bagian secara ‘wsubah disebabkan bersama-sama dengan ashab al-furud
perempuan yang lain. Jadi, berbeda dengan ‘asabah bi al-ghayr, di sini yang
menerima ‘usubah hanya ahli waris yang menjadi ‘asabah ma‘a al-ghayr tersebut,
sedangkan mu‘asibnya tetap menerima fard sebagai ashab al-furuad.

Ahli waris yang dapat menjadi ‘asabah ma‘a al-ghayr hanya dua orang, yaitu
saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah ketika masing-masing
mewaris bersama seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan
garis laki-laki (betapa pun jauh menurunnya). Kedua orang tersebut menjadi ‘asabah
ma‘a al-ghayr dengan syarat tidak bersama dengan saudaranya yang dapat
menjadikannya sebagai ‘asabah bi al-ghayr*®

Perolehan kewarisan saudara perempuan sekandung/seayah ini didasarkan
pada hadis Huzayl yang telah disinggung di atas yang menjelaskan bahwa saudara
perempuan tetap dapat memperoleh warisan meskipun pewaris meninggalkan anak
perempuan dan cucu perempuan. Perolehan yang berhak diterima oleh saudara
perempuan sama dengan yang berhak diterima oleh saudara laki-laki, yaitu
menerima sisa. Atas dasar hadis ini fugaha’ kemudian mengintrodusir apa yang
disebut sebagai ‘asabah ma‘a al-ghayr. Penamaan saudara perempuan sekandung dan
seayah ketika menerima sisa disebabkan mewaris bersama anak perempuan atau
cucu perempuan garis laki-laki tersebut sebagai ‘asabah ma‘a al-ghayr sama dengan
alasan penamaan anak/cucu perempuan dan saudara perempuan sekandung/seayah
sebagai ‘asabah bi al-ghayr di atas.

3. Dhawi al-Arham. Ketersisihan Kerabat Garis Perempuan

Yang dimaksud dengan adhawi al-arham oleh fugaha’ adalah kerabat pewaris
yang tidak memperoleh bagian warisan yang sudah ditentukan (7ard) dan tidak

®lbn Abidin, Radd al-Mukhtar., X: 522-523; Mahluf, al-Mawarith., 92-93; al-Sabuni, a/-
Mawarith., 60-61.

17 Al-Sabuni, al-Mawarith., 61.

18AI-Qarafi, al-Dhakhirah, X111: 52; Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar., X: 523; lbn Qudamah,
al-Mughni, 1X: 9.
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termasuk ‘asabah, baik perempuan maupun laki-laki.® Semua kerabat, baik laki-laki
maupun perempuan, yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris melewati garis
kekerabatan yang tidak murni laki-laki (tidak patrilineal), kecuali ibunya ibu,
dimasukkan oleh fugaha’ ke dalam kelompok ini. Begitu pula semua kerabat lain
yang tidak ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah sebagai berhak atas fard juga
dimasukkan oleh fugaha’ ke dalam kelompok ini.

Keberadaan kelompok ini disepakati oleh fugaha’. Tetapi mereka berbeda
pendapat mengenai hak kewarisannya. Sebagian fugaha’ dari kalangan Sahabat
hingga fugaha’ mazhab berpendapat bahwa dhawr al-arham tidak berhak menerima
warisan. Menurut mereka, jika tidak ada ashab al-furud dan ‘asabah maka harta
warisan diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan kaum muslimin, bukan
untuk  dhawi al-arham. Sedangkan menurut mayoritas fugaha’ dari kalangan
Sahabat hingga fugaha’ mazhab berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa dhawi al-
arham berhak mendapat warisan tetapi dengan syarat tidak ada ahli waris ‘asabah
(baik ‘asabah nasabiyah maupun ‘asabah sababiyah) dan/atau ashab al-furud yang
berhak menerima radd. Selama masih ada ‘asabah, atau tidak ada ‘asabalh tetapi ada
ashab al-furud yang berhak menerima rada, maka mereka tidak akan memperoleh
warisan.

Para fugaha’ yang memberikan hak kewarisan kepada dhawi al-arham
tersebut selanjutnya berbeda pendapat mengenai cara pembagian warisan kepada
mereka. Sebagian menggunakan prinsip a/-garabah, sebagian lain menggunakan
mekanisme al-tanzil (penggantian tempat) dan beberapa fugaha’ menggunakan
prinsip al-arham, yakni bahwa semua mempunyai hak yang sama-rata sebagai ahaw/s
al-arham.

. Sumber dan Penalaran Hukum Fugaha’ dalam Mengkonstruk Patrilinealitas
1. Konstruksi Patrilineal Kewarisan Ashab al-Furud

a. Prioritas Cucu Perempuan dari Garis Laki-laki

Dalam al-Qur’an tidak ditemukan istilah “cucu”. Hak kewarisan cucu
didasarkan pada penafsiran terhadap ayat al-Qur’an, yaitu al-Nisa’: 11, dan sejumlah
hadis. Kata ¥, (tunggal: 3s) dalam al-Nisa’: 11 merupakan kata yang menjadi
pijakan dari al-Qur’an untuk memberikan hak kewarisan kepada cucu. Menurut
fugaha’, kata ini mempunyai dua makna: hakiki dan majazi. Makna hakikinya adalah
anak langsung, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil. Sementara
makna majazinya adalah cucu dari anak laki-laki atau garis laki-laki.?

Sebenarnya, jika dicermati penggunaan kata walad dan penggunaan kata
ibn dan bint dalam sejumlah nass, arti fughawi kata ini bersifat umum, yakni
mencakup semua keturunan, laki-laki maupun perempuan, dari garis laki-laki
maupun garis perempuan. Karena itu pembatasan makna kata tersebut pada

Y1bn “Abidin, Radd al-Mukhtar., X: 545; Muhammad ‘Abd al-Rahim al-Kishka, a/-Mirath al-
Mugaran (Baghdad: Manshurat Dar al-Nadhir, 1969), 196 dan Shalabi, Ahkam al-Mawarith., 280;
Rahman, //mu Waris, 351.

2 Al-Sharbini, Mughni al-Mubtaj., \V: 17; 1bn Qudamah, a/-Mughni, 1V: 11; al-Sarkhasi, a/-
Mabsut, XX1X: 122. Untuk kitab tafsirnya lihat Abu Bakr Ahmad ibn ‘Ali al-Razi al-Jassas, Ahkam
al-Qur’an, juz 3 (Beirut: Dar lhya’ al-Turath al-‘Arabi, 1992), 14; Al-Kiya al-Harrasi, Ahkam al-
Qur’an, jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyyah, 1983), 340.
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keturunan yang melalui garis laki-laki saja, tidak dapat dijelaskan secara /ughawi.
Penjelasan yang mungkin untuk diberikan tentu harus berangkat dari makna shar‘/
atau makna ‘wrfinya.

Dalam al-Nisa’: 11, satu-satunya ayat yang secara eksplisit menjelaskan
hak kewarisan keturunan, tidak ada bayan (penjelasan) tentang kata aw/ad. Karena
itu, kata ini tidak memiliki kekhususan makna secara shar/ yang berbeda dengan
makna /ughawmya. Penelaahan terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan
kewarisan keturunan perempuan (bint/banaf) juga tidak menunjukkan adanya
pemaknaan secara shar’fyang berbeda dengan makna /ughawi kata walad.

Karena kekhususan makna kata =¥ si yang hanya mencakup keturunan yang
tidak melalui perempuan bukanlah makna wad‘/ maupun makna shar‘/ dari kata itu
sendiri, maka pemaknaan tersebut diberikan fugaha’ berdasarkan faktor lain.
Menurut al-Bayjuri, pembatasan makna ¥ tersebut adalah karena nasab hanyalah
melalui ayah,?! sehingga tidak mencakup cucu perempuan dari anak perempuan.
Dengan kata lain, kekerabatan antara seseorang dengan orang lain dihubungkan
melalui ayah. Meskipun dua atau beberapa orang juga masih dipandang memiliki
hubungan kekerabatan jika mereka dihubungkan oleh ibu, tetapi hubungan
kekerabatan itu hanya bersifat /ughawi (makna kebahasaan) saja. 2 Dengan
demikian, secara /ughawi kata =¥ mencakup pula cucu perempuan dari anak
perempuan, tetapi makna itu tidak digunakan untuk mengartikan kata tersebut yang
terdapat dalam al-Nisa’: 11. Dalam hal kewarisan, hubungan kewarisan antara
keturunan dengan pewaris adalah karena hubungan nasab. Dan karena nasab menurut
fugaha’ hanyalah melalui ayah, maka kata =¥ dalam ayat tersebut pun dibatasi
pada keturunan garis laki-laki.

Argumen bahwa nasab hanyalah melalui ayah perlu ditinjau ulang.
Pembacaan secara komprehensif terhadap ayat-ayat kewarisan, perkawinan dan hak
dan kewajiban antara orangtua dan anak justru menunjukkan bahwa nasab atau garis
keturunan yang dikehendaki al-Qur’an adalah bilateral (nasab melalui ayah dan ibu),
bukan parilineal (nasab hanya melalui ayah).

Dengan memperhatikan tidak adanya dukungan al-Qur’an terhadap garis
kekerabatan patrilineal, di satu sisi, dan patrilinealitas garis kekerabatan masyarakat
Arab, di sisi lain, maka dapat dinyatakan bahwa makna yang dipilih fugaha’ untuk
memahami kata 2¥ s} adalah makna “urfi atau /sti‘mali, yakni makna yang digunakan
oleh bangsa Arab dan menjadi kebiasaan mereka. Secara jelas al-Qadiri mengatakan
bahwa menurut ‘urf kata walad tidak mencakup cucu perempuan dari perempuan.?
Makna ‘urfini juga ditunjukkan oleh seorang penyair dalam syairnya berikut ini.

TasLY I sl g e Wilyy WLl s U

2! |brahim al-Bayjuri, Hashiyah al-Shaykh lbrahim al-Bayjuri ‘ala Sharh al-Ghazzi ‘ala Matn
Abi Shuja’, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah, 1420/1999), 206. Rashid Rida dalam kitab
tafsirnya juga mengatakan hal yang sama. Lihat Rashid Rida, 7afsir al-Qur’an al-Hakim, juz 4 (Kairo:
Dar al-Manar, 1947), 405.

22 Al-Bayjuri, Hashiyah., | 206.

2 Muhammad Husayn ibn “Ali al-Turi al-Qadiri, 7akmilah al-Bahr al-Ra’ig, (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘lImiyyah, 1998), 367.

2% Rida, Tafsir,, IV: 405; Ibn Qudamah, al-Mughni, 1X: 11.
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Makna ‘urfi merupakan pilihan makna kedua setelah makna shar’/ dan
sebelum makna /ughawi. Dengan demikian, secara metodologis, pemaknaan oleh
fugaha’ tersebut dapat dimungkinkan. Sistem kekerabatan merupakan salah satu
bentuk “wrf, dan ‘urf dapat dijadikan pertimbangan dalam memahami sebuah teks.
Pengertian walad yang hanya mencakup keturunan dari garis laki-laki merupakan
sebuah ‘urf lughawi atau /afzi. Dan dalam ushul fiqih, ‘urf lughawi dapat dijadikan
sebagai salah satu pertimbangan hukum.?

Hanya saja, sebuah ‘urf dapat dijadikan pertimbangan hukum jika tidak
bertentangan dengan rass. Dan karena makna “urfi lafaz walad yang tidak mencakup
cucu dari anak perempuan bertentangan dengan nass yang menunjukkan sebaliknya,
maka makna ‘urffitu tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum.

b. Pembedaan terhadap Kakek dan Nenek: antara yang Sa/ih dan yang Fasid

Di dalam al-Qur’an tentu saja tidak ditemukan pembedaan tersebut karena
di sana tidak ada kata jadd. Bahkan kata ab dalam al-Qur’an mencakup kakek yang
bukan hanya dari garis laki-laki melainkan juga perempuan. Begitu pula kata aba’
(jamak ab) di dalam al-Nisa’ 22 dan 23 berarti ayah dan kakek secara mutlak. Di
dalam hadis-hadis Nabi pun tidak ada riwayat yang membuat pembedaan kakek,
apalagi yang menyisihkan kakek ghayr sahih.

Pembedaan kakek ke dalam safih dan fasid juga didasarkan pada alasan
nasab (garis keturunan). Keberadaan perempuan dianggap memutuskan nasab,
karena nasab itu dihubungkan melalui ayah. Tentu saja hubungan nasab seperti ini
hanya sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal. Akan tetapi, menurut fugaha’,
inilah nasab yang bersifat shar’/ sebagaimana yang ditunjukkan oleh pernyataan al-
Qur’an “wud‘uhum Ii aba’ihini’ dalam al-Ahzab: 5. Karena ayat tersebut memerintah-
kan untuk memanggil seseorang dengan dinisbatkan kepada nama ayahnya, demikian
argumen di atas, maka sebagai implikasinya, nasab itu dihubungkan melalui ayah.

Namun, menganggap perintah memanggil seseorang dengan nama
bapaknya sebagai berimplikasi pada nasab, yakni bahwa nasab hanya terbatas
melalui ayah, bertentangan dengan al-Nisa’: 22 sebagaimana dikemukakan di atas.
Di sisi lain, pernyataan al-Qur’an “wd‘uvhum Ii aba’ihin?’ juga tidak mesti
mengandung makna // al-tahsir, yakni membatasi hubungan nasab hanya melalui
ayah. Pembacaan kontekstual, baik konteks ekstratekstual maupun konteks tekstual,
menunjukkan bahwa ayat tersebut dimaksudkan untuk melarang menasabkan
seseorang kepada laki-laki yang bukan ayahnya, dan bukan dimaksudkan untuk
meniadakan hubungan nasab seseorang dengan ibunya.

Dengan demikian, anggapan bahwa kakek yang memiliki hubungan nasab
shar’i hanyalah kakek sahih saja tidak didasarkan pada da/alah al-Qur’an, melainkan
lebih karena pengaruh sistem kekerabatan patrilineal masyarakat di mana para
fugaha’ hidup dan membangun fighnya. Sehingga ketika membaca ayat-ayat
kewarisan, mereka memahami hubungan-hubungan antara pewaris dengan ahli waris
dengan pemahaman patrilineal.

Kuatnya pengaruh sistem kekerabatan patrilineal ini pula yang melahirkan
pembedaan nenek menjadi sahihah dan fasidah/ghayr sahihah dalam hukum

% |jhat antara lain Wahbah al-Zuhayli, Usu/ al-Figh al-Islami, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr,
2006), 104 dan 107-108.
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kewarisan Islam. Baik dalam al-Qur’an maupun hadis tidak ada nass yang dapat
dijadikan dasar bagi pembedaan tersebut. Lagi-lagi pendapat ini didasarkan pada
pengertian nasab, yaitu bahwa nasab mesti melalui ayah.?® Ketika hubungan pewaris
dengan nenek melalui ibu (perempuan), seperti nenek dari ibu (umm al-umm), maka
pada prinsipnya nenek tersebut bukan kerabat (baca: kerabat dekat). Namun
demikian, karena terdapat dua hadis yang menjelaskan bahwa Nabi saw. memberikan
warisan kepada nenek dari pihak ibu maka fugaha’ pun berpendapat bahwa nenek
dari pihak ibu termasuk nenek sahihah. Yang termasuk nenek fasidah adalah nenek
yang melalui kakek 7asid.

c. Pembedaan terhadap Saudara: antara yang Sekandung dan Seayah dengan yang
Seibu

Pembedaan antara saudara sekandung dan seayah dengan saudara seibu
didasarkan pada pembedaan penerapan al-Nisa’: 176 dan bagian akhir al-Nisa’: 12.
Namun sesungguhnya kedua ayat tersebut sama sekali tidak memberikan petunjuk
bahwa yang satu diterapkan untuk jenis saudara tertentu dan yang lain diterapkan
untuk jenis saudara yang lain. Secara zhahir kata ak/ dan vkht dapat diartikan secara
mutlak mencakup semua jenis saudara.?’

Terdapat sumber berupa riwayat, yaitu sebuah gira’ah dari Sa‘d bin Abi
Waqgas yang dijadikan sandaran oleh para ulama. Dalam gi/ra’ah tersebut terdapat
tambahan &l &« pada al-Nisa’: 12 sehingga berbunyi:

R RPREA R AR PTI F N F PRIt

Namun g/ra’ah tersebut merupakan gisra’ah yang shaadhadh dan oleh sebagian
ulama dianggap mansukh, sementara oleh sebagian yang lain dipandang sebagai
tafsir saja. Lebih dari itu, riwayat tentang gira’ah shadhdhah tersebut diriwayatkan
tanpa sanad.

Selain gira’ah shadhdhah tersebut, pembedaan terhadap saudara yang
dijelaskan dalam al-Nisa’: 12 dengan yang dijelaskan dalam al-Nisa’: 176 yang
menjadi pendapat seluruh fugaha’ juga didasarkan pada pendapat Abu Bakr yang
dikemukakan dalam satu khutbahnya.?® Tetapi ini adalah pendapat Abu Bakar,
bukan penjelasan Rasulullah.

Lebih dari itu, pembedaan antar saudara di satu sisi, dan pengakuan saudara
seibu sebagai ahli waris ashab al-furud, di sisi lain, menunjukkan inkonsistensi dan
inkoherensi hukum kewarisan Islam. Di satu sisi, fugaha’ selalu menjadikan garis
kekerabatan patrilineal sebagai dasar dalam menentukan keberhakan kerabat yang
hubungannya dengan pewaris tidak langsung. Kerabat yang hubungannya dengan
pewaris melewati perempuan dipandang sebagai kerabat jauh (@dhawr al-arham) yang
baru dapat memperoleh warisan jika tidak ada ashab al-furud nasabiyyah dan ‘asabah
sama sekali. Namun di sisi lain, mereka mengakui hak saudara seibu sebagai ahli
waris ashab al-furud. Jika memang hukum kewarisan yang dikehendaki oleh al-

% Al-Bayjuri, Hashiyah., |I: 206.
7 Al-Qarafi, al-Dhakhirah, X11: 35,

BAbu al-Fadl Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi, Ruh al-Ma‘ani fi Tafsir al-Qur’an
al-‘Azim wa al-Sab“ al-Mathani (Beirut: Dar lhya’ al-Turath al-*Arabi, tth.), 1V: 230.

2| ihat al-Tabari, Jami* al-Bayan, 1X: 431; Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn “Ali al-
Bayhaqi, A/-Sunan al-Kubra (Beirut: Dar al-Kutub, 2003), VI: 379.
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Qur’an adalah hukum kewarisan yang bersifat patrilineal, tentunya saudara seibu
pun tidak berhak memperoleh warisan.

Inkonsistensi juga tampak dari perbedaan di antara saudara dalam hal
besarnya hak waris mereka, di satu sisi, dan kesamaan mereka dalam hal meng/ijab
ibu, di sisi lain. Fugaha’ sepakat bahwa besarnya bagian ibu dipengaruhi oleh ada-
tidaknya saudara berdasarkan penggal kedua al-Nisa’: 11 (L) 4a3 3 53] 41 (IS (),
Dalam ayat itu kata 7k/wah diartikan oleh para ulama sebagai mencakup semua jenis
saudara, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik sekandung, seayah maupun
seibu.*® Ketentuan ini menunjukkan tidak adanya pembedaan antara saudara yang
terhubung dengan pewaris melewati ayah dan yang terhubung melalui ibu.

Pembedaan saudara antara yang sekandung, seayah dan seibu ini, sebagai-
mana yang dibuat oleh fugaha’, juga menimbulkan persoalan pada tataran praktis.
Antara lain persoalan yang dikenal dengan nama Aimariyyah atau hajariyyah, yaitu
kasus di mana para ahli warisnya terdiri atas suami, ibu, beberapa orang saudara
seibu dan satu atau beberapa orang saudara laki-laki sekandung. Dengan
memperhatikan pembedaan antar saudara berdasarkan hubungan kekerabatan
tersebut, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

Suami 1 1/2 = 3/6
Ibu :1/6 = 1/6
2 saudara seibu 1 1/3 = 2/6

0

Ketika menjadi khalifah, ‘Umar ibn al-Khattab pernah memutus kasus
seperti ini dua kali. Pada kasus kedua, saudara laki-laki kandung tidak dapat
menerima putusan yang tidak memberinya bagian warisan. Dia menganggap putusan
itu tidak adil. Bagaimana bisa dia yang merupakan saudara sekandung tidak
memperoleh warisan, sementara saudara seibu malah memperoleh warisan. Dia pun
mengajukan protes kepada Khalifah ‘Umar dengan mengatakan, “Wahai Amirul
mukminin, anggaplah ayah kami adalah seokor himar, bukankah kami berasal dari
ibu yang sama?” Keberatan dari saudara laki-laki kandung ini didengar oleh ‘Umar.
Dia pun kemudian memberikan warisan untuk saudara laki-laki kandung dengan cara
membagi rata sisa harta warisan di antara saudara laki-laki kandung dan saudara
seibu, setelah diambil oleh suami dan ibu. Pembagian dengan cara ini di satu sisi
menyimpang dari kaidah yang disepakati tersebut dan, di sisi lain, menjadikan semua
jenis saudara menjadi setara dan memiliki hak waris yang sama.

1 saudara Ik kandung : sisa

2. Konstruksi Patrilineal Kewarisan ‘Asabah

Istilah ‘asabah sebagai sebuah kelompok ahli waris ditemukan di dalam
sejumlah hadis yang redaksinya hampir sama. Tetapi ada keganjilan dalam hadis-
hadis tersebut. Pertama, menurut hadis-hadis tersebut, harta peninggalan diwaris
(langsung) oleh ‘asabah. Padahal semestinya sebelum diwaris oleh ‘asabah, harta
peninggalan diwaris terlebih dahulu oleh ashab al-furud yang bagian mereka telah
ditentukan dalam al-Qur’an. Kedua, terdapat sejumlah hadis serupa yang

% Al-Qurtubi, al-Jami*, 248; Ibn Kathir, Tafsir, 600-601; Abu al-Fadl Shihab al-Din al-
Sayyid Mahmud al-Alusi, Ruh al-Ma‘ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab“ al-Mathani, juz 4
(Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-*Arabi, tth.), 225.
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diriwayatkan banyak ahli hadis tetapi tidak menggunakan istilah ‘asabah, melainkan
warathah (para ahli waris).

Bisa jadi karena kelemahan hadis-hadis tentang ‘asabah tersebut maka
fugaha’ tampaknya tidak menganggap penting hadis-hadis tersebut. Ketika
menjelaskan hak kewarisan ‘asabah, fugaha’ tidak menggunakan hadis-hadis
tersebut, melainkan hadis Ibn ‘Abbas yang menyatakan “Berikanlah bagian-bagian
tertentu kepada yang berhak, dan sisanya adalah untuk laki-laki pria paling utama”.
Padahal, hadis ini tidak menjelaskan siapa-siapa yang dimaksud dengan laki-laki
paling utama. Dengan kata lain, bagaimana urutan kedekatan kerabat laki-laki?
Fugaha’ kemudian menetapkan tata urutan ‘asabah dengan didasarkan pada garis
kekerabatan patrilineal dengan memperhatikan jihah al-qarabah secara berurutan,
yaitu jihah al-bunuwwah (keturunan), jihah al-ubuwwah (yang menurunkan), jihah
al-ukhuwwah (saudara dan keturunannya) dan j/hah ‘umumah (paman dan
keturunannnya). Tata urutan ini adalah tata urutan ‘asabahi dalam sistem
kekerabatan Arab.

Dari sisi redaksi matarmya, hadis tersebut mengandung kemusykilan, yaitu
disebutkannya kata ahakar setelah kata raju/ padahal keduanya mempunyai arti yang
sama, yakni laki-laki. Lebih penting lagi, keberadaan ‘asabah tidak sejalan dengan
misi al-Qur’an terkait dengan kewarisan. Al-Qur’an menunjukkan upaya untuk
mereformasi secara radikal sistem kewarisan Arab pra-Islam yang meminggirkan
perempuan, dengan menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk mewaris dari
orangtua dan kerabatnya sebagaimana laki-laki (al-Nisa’: 7). Meskipun besarnya
bagian tidak sama, tetapi keberhakan (7stihgaq) perempuan adalah sama dengan
keberhakan laki-laki. Ketika seorang laki-laki berhak memperoleh warisan maka
seorang perempuan yang sederajat dengannya juga berhak memperoleh warisan.
Kewarisan dengan sistem ‘asabah bertentangan dengan prinsip ini. Sistem ‘asabah
melahirkan pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam keberhakannya
memperoleh warisan, meskipun derajat kekerabatan mereka sama.

Kewarisan dengan sistem ‘asabah juga tidak sejalan dengan prinsip
kedekatan yang ditetapkan oleh al-Anfal: 75 dan al-Ahzab: 6. Sebagaimana
dikatakan oleh al-Sarakhsi, dua ayat tersebut menunjukkan prinsip kedekatan atau
derajat kekerabatan (darajah al-qarabah), ahli waris yang hubungannya dengan
pewaris lebih dekat didahulukan (lebih berhak untuk mewaris) daripada ahli waris
yang lebih jauh.®! Diutamakannya kerabat laki-laki dari garis laki-laki berakibat
terkalahkannya atau bahkan tersingkirnya kerabat perempuan yang tidak termasuk
ashab al-furud dan juga kerabat dari garis perempuan, baik laki-laki maupun
perempuan, meskipun kerabat tersebut lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan
pewaris.

Memperhatikan ketidaksejalanan sistem ‘asaba/ dengan dua prinsip di atas
maka, meskipun sanad hadis “laki-laki paling utama” di atas kuat dan diriwayatkan
oleh banyak ahli hadis, namun kesahihan matan hadis tersebut atau setidak-tidaknya
penerapan hadis tersebut perlu ditinjau kembali. Kandungan hadis tersebut, apakah
berlaku sebagai aturan umum untuk semua kasus kewarisan ataukah hanya kasuistik
untuk kasus tertentu di mana ada kerabat laki-laki tertentu di dalamnya, patut untuk
dipikirkan kembali. Kemungkinan untuk memandang ketentuan dalam hadis aw/a

81 al-Sarakhsi, al-Mabsut. 151.
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rajul tersebut sebagai ketentuan yang hanya diterapkan pada kasus-kasus tertentu
dikemukakan oleh seorang ulama Syi’ah, Ja’far Subhani juga seorang ahli hukum
Adat Indonesia yang menawarkan gagasan hukum kewarisan bilateral, yakni
Hazairin.

Tata urutan ‘asabah dalam hukum kewarisan Islam merupakan sesuatu yang
tidak dapat dikonstruk oleh fugaha’ sendiri dengan menggunakan akal pikiran
mereka. Mesti ada sumber tertentu yang darinya tata urutan tersebut diambil:
sumber tekstual (al-Qur’an dan Hadis Nabi) atau sumber kultural (sistem
kekerabatan Arab). Karena tidak ada sumber tekstual baik al-Qur’an maupun hadis
Nabi yang menetapkan tata urutan orang-orang yang berhak menerima warisan sisa,
di satu sisi, dan ada kesamaan antara tata urutan ‘asabah dalam hukum kewarisan
Islam dengan tata urutan ‘asabah Arab pra-Islam, di sisi lain, maka dapat
disimpulkan bahwa tata urutan ‘asabah dalam hukum kewarisan Islam dimbil dari
‘asabah Arab pra-Islam.

3. Peminggiran Kelompok Dhawi al-Arham

Sesuatu yang mesti dalam semua sistem hukum kewarisan terdapat
sejumlah kerabat yang tidak berhak atau tidak diprioritaskan memperoleh harta
warisan. Hanya saja, dalam kasus hukum kewarisan Islam, penetapan bahwa
seseorang tidak termasuk dalam kelompok prioritas menimbulkan ketidakadilan,
sementara hukum Islam diyakini bersifat ilahi yang diturunkan untuk memberikan
keadilan bagi manusia.

Karena itu, yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ketersisihan adhawi al-
arham adalah kriteria penetapan seseorang menjadi bagian dari kelompok ini. Dalam
hukum kewarisan Islam, ke dalam kelompok mana seorang kerabat akan
dikategorikan didasarkan pada dua kriteria, yaitu melalui garis apa (laki-laki atau
perempuan) seseorang terhubung dengan pewaris dan tercakup-tidaknya seseorang
dalam sebutan kekerabatan yang ditetapkan hak kewarisannya dalam al-Qur’an dan
Hadis.

Berdasarkan kriteria pertama, semua laki-laki yang hubungan
kekerabatannya dengan pewaris melalui garis murni laki-laki atau tidak melewati
perempuan digolongkan ke dalam kelompok ‘asabah. Sebaliknya, semua laki-laki
yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris melewati perempuan dimasukkan ke
dalam kelompok dhawi al-arham.

Selanjutnya, berdasarkan kriteria kedua, kerabat yang tidak disebutkan atau
tidak masuk dalam cakupan makna istilah kekerabatan yang disebutkan dalam al-
Qur’an dan Hadis —dan bukan pula laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan
pewaris tidak melewati perempuan— dikategorikan oleh fugaha’ ke dalam kelompok
ahawi al-arham. Kriteria kedua ini dalam prakteknya oleh fugaha’ pun dipandu oleh
kriteria pertama. Artinya, meskipun secara /ughawi seorang kerabat masuk dalam
cakupan makna sebuah lafaz atau istilah kekerabatan yang disebutkan oleh al-Qur’an
sebagai ahli waris, namun jika terhubung dengan pewaris melalui perempuan maka
dia pun dimasukkan ke dalam kelompok dhawr al-arham.

Dua kriteria tersebut telah ditunjukkan kelemahannya dalam pembahasan-
pembahasan sebelumnya. Prinsip bahwa al-nasab Ii al-ab (patrilineal descent)
bukanlah prinsip yang didukung oleh al-Qur’an. Penafsiran beberapa ayat al-Qur’an
yang menunjukkan prinsip tersebut lebih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan Arab.
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Lebih lanjut, ketidakmemadaian pendekatan bahasa untuk mengkonstruksi
ketentuan-ketentuan kewarisan yang tidak disebutkan dalam nass juga menunjukkan
kelemahan pendekatan itu sendiri. Sebagai konsekuensinya, peminggiran sejumlah
kerabat yang dikategorikan oleh fugaha’ sebagai dhawi al-arham pun lemah secara
metodologis.

Selain kelemahan yang disebabkan oleh kelemahan dua kriteria di atas,
peminggiran dhawi al-arham juga menjadi lemah karena mengabaikan tingkat
kedekatan kekerabatan seseorang dengan pewaris. Padahal, tingkat kedekatan
dijadikan kriteria oleh al-Qur’an surat al-Anfal: 75 dan al-Ahzab: 6.

Penetapan seseorang kerabat ke dalam kelompok dhawi al-arham juga
melanggar prinsip kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam keberhakan
(istihgaq) mereka memperoleh warisan, sebuah prinsip yang ditegaskan al-Qur’an
dan merupakan reformasi radikal terhadap hukum kewarisan Arab pra-Islam. Sistem
kewarisan dengan adhawi al-arham sebagai kelompok pinggiran tersebut bersifat
diskriminatif, yakni memberikan hak waris kepada laki-laki tanpa memberikan hak
waris kepada perempuan yang sederajat dengan laki-laki tersebut.

Fugaha’ yang memberikan kemungkinan kepada dhawi al-arham hak
memperoleh warisan, yaitu jika ‘asabah dan ashab al-furud tidak ada, kemudian
berbeda pendapat mengenai cara perolehan mereka. Perbedaan ini mengindikasikan
bahwa persoalan cara perolehan mereka tidak memiliki landasan yang jelas dan
penetapannya pun kemudian didominasi oleh pemikiran yang arbitrer (7a’y).
Pendekatan bahasa yang dipandu oleh sistem kekerabatan patrilineal Arab —
sebagaimana biasa digunakan oleh fugaha’— tidak dapat digunakan karena ahawr al-
arham dipandang tidak dapat dimasukkan dalam istilah kekerabatan yang disebutkan
dalam nass dan juga tidak masuk dalam definisi kerabat menurut sistem kekerabatan
patrilineal.

. Kekuatan Konstruksi Patrilineal dalam Hukum Kewarisan Islam

Pembahasan-pembahasan di atas menunjukkan bahwa dalam membaca
nass-nass kewarisan guna merumuskan hukum kewarisan Islam, fugaha’ sangat
mengandalkan faktor ekstratekstual, yaitu sistem kekerabatan masyarakat di mana
mereka hidup dan membangun fighnya. Dalam teminologi ushul figh, sistem
kekerabatan suatu masyarakat —merupakan salah satu bentuk ‘wf  yang
memungkinkan untuk diakomodasi dan digunakan sebagai sumber ekstratekstual
dalam mengkonstruksi hukum.®? Bahkan dalam membaca teks-teks sumber hukum,
‘urf atau adat budaya masyarakat di mana teks-teks tersebut turun juga harus
diperhatikan atau bahkan dipertimbangkan sebagai konteks ekstratekstual agar
pembacaan yang dihasilkan sejalan dengan maksud pembuat teks dan sekaligus
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan kemaslahatan.® Dari sudut

*Tentang penggunaan sumber-sumber ekstratekstual lihat Barlas, Cara Quran., 151.

*Barlas menyebut pembacaan dengan mempertimbangan konteks sosial turunnya rass
sebagai pembacaan dari belakang. Lihat /6/d., 70. Urgensi konteks sosial dalam memahami al-Qur’an
ditekankan oleh banyak intelektual Islam. Di antaranya adalah Fazlur Rahman dalam Aermeneutical
theonmya, Nasr Abu Zayd dalam manhaj al-gira’ah al-siyaqiyyah, Aminah Wadud dalam tafsir
tauhidnya, Muhammad al-Ghazali dalam karyanya Kayfa Nata‘amal ma‘a al-Qur’an, dan Asghar Ali
Engineer.
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pandang ini maka patrilinealitas hukum kewarisan Islam tampak sebagai
konsekuensi dari pembacaan teks-teks al-Qur’an dan hadis.

Namun demikian, konstruksi hukum dengan menjadikan ‘urf sebagai
pertimbangan dan dasar hukum mempersyaratkan tidak adanya kontradiksi antara
‘urf tersebut dengan nass. Sebuah ‘urf yang bertentangan dengan rass dipandang
sebagai fasid (invalid) dan karenanya tidak bisa diakomodasi dan dijadikan sebagai
pertimbangan hukum.3* Tentunya, kontradiksi tidak hanya dilihat dari rass-nass
secara individual melainkan juga (bahkan lebih penting lagi) dilihat dari makna yang
diperoleh dari sejumlah nass secara kumulatif. Dalam konteks persoalan
patrilinealitas hukum kewarisan, sistem kekerabatan masyarakat Arab yang
dipandang sebagai ‘wrf dan dijadikan sebagai elemen ekstratekstual dalam
mengkonstruksi hukum kewarisan Islam tidak sejalan dengan bilateralitas ketentuan-
ketentuan kewarisan dalam al-Qur’an pada khususnya dan sistem kekerabatan yang
didukung al-Qur’an pada umumnya.

Sebagai sebuah risalah, al-Qur’an diyakini bertujuan melakukan reformasi
terhadap tata masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Ketentuan-ketentuan
hukum yang diberikan al-Qur’an semestinya dibaca dalam perspektif tujuan ini.
Ketika al-Qur’an memberikan aturan-aturan seputar hukum kewarisan dan hukum
keluarga yang berpijak pada perlakuan yang sama terhadap kerabat dari pihak
perempuan dan kerabat dari pihak laki-laki, maka aturan-aturan ini harus dibaca
dalam perspektif tujuan tersebut, yakni bahwa al-Qur’an menghendaki agar hak dan
kewajiban di antara kerabat didasarkan pada prinsip kesamaan antara kerabat dari
pihak perempuan dengan kerabat dari pihak laki-laki. Karena itu, konstruksi hukum
kewarisan Islam juga semestinya mengacu pada prinsip tersebut. ‘Urfyang berpijak
pada prinsip yang menempatkan kerabat dari pihak perempuan pada posisi yang
lebih rendah daripada kerabat dari pihak laki-laki, dengan demikian, bertentangan
dengan nass dan karenanya tidak sah untuk diakomodasi dan dijadikan sebagai
sumber ekstratekstual dalam mengkonstruksi hukum kewarisan.

Tujuan reformasi fundamental al-Qur’an tampaknya tidak berhasil
ditangkap oleh fugaha’. Mereka memandang ketentuan-ketentuan al-Qur’an tentang
kewarisan sebagai ketentuan yang bersifat parsial dan tidak menjadi bagian dari
reformasi total al-Qur’an terhadap hukum kewarisan Arab pra-Islam. Ketentuan-
ketentuan tersebut dipandang sebagai sekedar memberikan hak kewarisan kepada
beberapa kerabat perempuan yang dalam hukum kewarisan Arab pra-Islam mereka
tidak mendapatkan hak tersebut. Dengan kata lain, al-Qur’an dipandang hanya
menetapkan hak waris yang jumlahnya ditentukan (7ard) kepada beberapa orang
keraba3t5 sebagai ketentuan yang ditambahkan pada hukum kewarisan Arab pra-
Islam.

Kegagalan dalam menangkap tujuan al-Qur’an tersebut, di satu sisi, dan
keterkungkungan fugaha’ dalam budaya patrilineal Arab ketika mereka mengkons-
truk hukum kewarisan Islam, di sisi lain, dapat terjadi karena dalam membaca al-
Qur’an mereka cenderung memperlakukan setiap ketentuan secara parsial dan

* Al-zuhayli, Usul al-Figh., |1: 122.

® Anderson, /slamic Law., 63-64; Pandangan tersebut juga menjadi pandangan para sarjana
Barat. David S. Powers menyebut pandangan mereka sebagai superimposition theory (teori
pelapisan). Lihat Powers, Peralihan Kekayaan., 17-21.
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atomistik. Berbagai ketentuan dalam al-Qur’an tidak dipandang sebagai sebuah
sistem yang holistik di mana antara satu bagian mempunyai hubungan dengan
bagian yang lain.®® Hubungan intratekstual sebagaimana yang terkandung dalam
adagium “a/-Qur’an yufassiru ba‘auhu ba‘da” kurang mendapat perhatian. Pada awal
pertumbuhan hukum Islam di masa Sahabat, pendekatan yang atomistik bisa
dimaklumi karena ijtihad yang dilakukan bersifat praktis dan ad hoc untuk
menjawab persoalan riil yang dihadapi dan membutuhkan jawaban segera. Namun
ketika hukum Islam mengalami perkembangan di masa para ulama mujtahid yang
melakukan kegiatan ijtihad sebagai sebuah aktifitas akademis, perumusan hukum
kewarisan Islam secara holistik dan sistemik sangat mungkin untuk dilakukan.
Hanya saja, hasil-hasil ijtihad Sahabat kemudian dipandang sebagai preseden yang
mengikat dan harus diikuti.®’ Karena itu, meskipun ijtihad pada masa ulama
mujtahid sudah menjadi kegiatan akademis, tetapi ijtihad mereka hanya melanjutkan
dan melengkapi hasil-hasil ijtihad generasi sebelumnya yang tidak didasarkan pada
pembacaan yang holistik.

Mengingat hal-hal di atas maka sangat beralasan dan bahkan merupakan
kebutuhan untuk mereformasi hukum kewarisan yang tetap bersandar pada sumber-
sumber dan prinsip-prinsip ajaran Islam dan sekaligus memenuhi rasa keadilan,
sehingga dapat diterapkan dan digunakan dengan penuh kesadaran oleh umat Islam.
Beralasan karena dasar-dasar dan penalaran hukum kewarisan patrilineal tidaklah
cukup kuat sehingga tidak ada halangan untuk melakukan ijtihad ulang guna
menghasilkan hukum kewarisan Islam bilateral. Hukum kewarisan Islam semacam
ini juga menjadi kebutuhan umat Islam karena di satu sisi dapat memenuhi tuntutan
keimanan mereka untuk melaksanakan hukum agama dan di sisi lain memenuhi rasa
keadilan mereka dalam pembagian harta warisan di antara kerabat dekat mereka
sendiri. Dengan ini maka diharapkan sikap ambivalen umat Islam, yaitu antara
mempertahankan hukum kewarisan Islam sebagai kebenaran llahi di satu sisi dan
meninggalkannya serta menggunakan hukum kewarisan di luar hukum kewarisan
Islam di sisi lain, dapat dihilangkan atau paling tidak diminimalisir.

% Muhammad al-Ghazali, Kayfa Nata‘amal ma‘a al-Qur’an (Mesir: Nahdah, 2005), 73-77.

87 Al Yasa Abubakar, “Model Pemikiran Umat Islam: Mazhabiah” dalam Suvara
Muhammadiyah no. 17 tahun ke-97 (September, 2012), 24.
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BAB I11
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan
hal-hal berikut ini.

Pertama, al-Qur’an dan Sunnah telah memberikan hak waris secara bilateral
kepada anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu, dan saudara laki-laki dan
saudara perempuan, tanpa membedakan jenis kelami pewaris. Namun hukum
kewarisan Islam (figh) kemudian menentukan keberhakan kerabat lain yang
hubungannya dengan pewaris tidak secara langsung dengan mengacu pada garis
kekerabatan patrilineal, baik kerabat tersebut termasuk kelompok ashab al-furua,
‘asabah maupun dhawi al-arham. Ashab al-furud yang kewarisannya mengacu pada
garis patrilineal adalah cucu perempuan, kakek, nenek, dan saudara perempuan. Jadi,
yang dimaksud dengan cucu perempuan adalah cucu perempuan dari anak laki-laki,
kakek adalah kakek dari pihak ayah, nenek adalah nenek yang tidak melewati kakek
dari pihak ibu, dan saudara perempuan adalah saudara perempuan kandung atau
seayah. Sedangkan yang selain mereka dikategorikan ke dalam kelompok adhawi al-
arham yang hampir-hampir tidak mungkin bisa memperoleh warisan. Sedangkan
yang termasuk dalam kelompok ‘asabah, yakni ahli waris yang berhak menerima
bagian yang besarannya tidak ditentukan, adalah semua kerabat laki-laki yang
terhubung dengan pewaris melalui laki-laki dan tidak melewati perempuan. Dengan
demikian, kerabat laki-laki maupun perempuan yang terhubung dengan pewaris
melalui perempuan sangat kecil kemungkinannya untuk memperoleh warisan.
Mereka baru dapat memperoleh warisan ketika tidak ada sama sekali ‘asaba/ dan
ashab al-furud yang berhak menerima sisa (7add). Bahkan menurut sebagian fugaha’,
kerabat yang disebut dengan istilah dhawi al-arham ini sama sekali tidak
mempunyai hak untuk memperoleh warisan.

Kedua, tidak ada dalil yang memberikan petunjuk kuat bagi patrilinealitas
hukum kewarisan. Patrilinealitas ashab al-furud sama sekali tidak didasarkan pada
dalil al-Qur’an maupun hadis. Pemaknaan wa/ad yang hanya mencakup anak dan
cucu dari anak laki-laki didasarkan pada pilihan makna /st/‘mali atau ‘urfi
sebagaimana berlaku dalam sistem kekerabatan Arab. Pembatasan kakek hanya pada
kakek dari pihak ayah (laki-laki) didasarkan pada prinsip bahwa nasab melalui ayah.
Padahal prinsip ini merupakan hasil pembacaan al-Qur’an secara parsial yang
dipengaruhi sistem kekerabatan patrilineal Arab. Pembedaan antara saudara seibu
dengan saudara kandung dan seayah juga sama sekali tidak didasarkan pada rass
sahih yang otoritatif.

Sedangkan mengenai patrilinealitas ahli waris yang berhak menerima sisa
atau bagian yang besarannya tidak ditentukan (yang oleh fugaha’ disebut sebagai
‘asabah), terdapat sejumlah hadis serupa yang menyebutkan ‘asabah sebagai ahli
waris yang berhak memperoleh harta warisan. Namun hadis tersebut mengandung
persoalan dari sisi /matamya, dan fugaha’ pun tidak menjadikannya sebagai dasar
bagi keberadaan kelompok ini. Hadis yang dijadikan sebagai dasar oleh fugaha’
adalah hadis Ibn ‘Abbas tentang pemberian sisa harta warisan untuk “aw/a rajul”
yang diartikan sebagai laki-laki yang hubungannya dengan pewaris tidak melewati
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perempuan, yang dikenal dalam sistem kekerabatan Arab dengan sebutan ‘asabah.
Struktur dan tata urutan ahli waris kelompok ‘asabah pun hampir sama dengan
struktur ‘asabah dalam sistem kekerabatan Arab. Dengan demikian, patrilinealitas
hukum kewarisan Islam dikonstruk oleh fugaha’ dengan mengadopsi sistem
kekerabatan Arab sebagai sumbernya.

Ketiga, konstruksi patrilineal dalam hukum kewarisan Islam merupakan hasil
dari pembacaan nass secara parsial. Pembacaan ayat-ayat kewarisan dipisahkan dari
bilateralitas ayat-ayat tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi
sebagaimana dipahami fugaha’ dengan cara demikian. Pemberian keberhakan
(Istihgaq) yang sama untuk mewaris oleh al-Qur’an kepada laki-laki dan perempuan
yang seposisi kekerabatan pun tidak dilihat oleh fugaha’ sebagai reformasi al-Qur’an
dari hukum kewarisan patrilineal sebagaimana berlaku dalam masyarakat Arab
menuju hukum kewarisan bilateral. Cara pandang patrilineal dalam mengkonstruk
hukum kewarisan juga dilandasi oleh pandangan bahwa nasab yang bersifat syar’i
adalah melalui laki-laki (a/-nasab /i al-ab). Pandangan ini pun lahir dari pembacaan
parsial dan mengabaikan konteks, baik konteks tekstual maupun konteks
ekstratekstual. Sejalan dengan pandangan ini, mereka pun mengambil sumber
ekstratekstual berupa ‘wrf, yaitu sistem kekerabatan patrilineal Arab, guna
mengkonstruk struktur luas ahli waris. Padahal, ‘w7 tersebut bertentangan dengan
nass yang secara kumulatif menghendaki sistem kekerabatan bilateral. Dengan
demikian, konstruksi patrilineal dalam hukum kewarisan Islam lemah secara
metodologis dan tidak sepatutnya dipertahankan, lebih-lebih bagi masyarakat yang
menganut sistem kekerabatan bilateral.

. Implikasi Teoritis

Pertama, temuan penelitian ini semakin menegaskan teori tentang hubungan
antara hukum (figh) dengan latar belakang ruang, waktu, keadaan dan budaya
masyarakat di mana fugaha’ hidup dan tinggal. Hubungan ini juga berlaku dalam
hukum kewarisan yang sering dianggap gat’/. Bahkan keterpengaruhan hukum
kewaarisan Islam oleh latar belakang sosial budaya tampak sangat kuat. Hal ini juga
sekaligus memberi konfirmasi akademis bagi teori (hipotesis) Hazairin yang
menyatakan bahwa hukum kewarisan Sunni yang bersifat patrilineal dipangaruhi
oleh sistem kekeluargaan patrilineal Arab.

Kedua, temuan ini juga mengkonfirmasi dan menambah penjelasan bagi
superimposition theory (teori pelapisan) yang menjadi pandangan para orientalis,
yaitu bahwa hukum kewarisan al-Qur’an dipandang hanya memberi aturan-aturan
tambahan dan menjadi sekedar lapisan baru di atas hukum kewarisan Arab pra-Islam.
Pandangan ini juga menjadi pandangan fugaha’ sehingga mereka tidak menganggap
aturan-aturan kewarisan al-Qur’an sebagai sebuah reformasi yang dimaksudkan
untuk membangun sebuah hukum kewarisan baru. Namun, hal ini tidak berarti
bahwa sistem ‘asaba/h dalam hukum kewarisan Islam, yang berasal dari hukum tribal
Arab pra-Islam, sama persis dengan ‘asabah dalam hukum kewarisan Arab pra-Islam.
Sistem ‘asabah dalam hukum kewarisan Islam tidak memperhatikan senioritas,
sedangkan sistem ‘asabah pra-Islam memperhatikan senioritas (hanya ‘asabah senior
yang dapat menguasai harta warisan).
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C. Saran-saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian di atas, paling tidak ada dua hal
penting yang perlu direkomendasikan.

Pertama, kewarisan merupakan peralihan harta kekayaan yang pasti dialami
oleh setiap manusia. Karena itu aturan mengenai kewarisan sejatinya dibutuhkan
oleh setiap manusia. Bagi orang beriman, pembagian warisan tentu diharapkan
sesuai dengan ajaran agamanya di satu sisi dan sekaligus memenuhi rasa keadilan
mereka di sisi lain. Kanyataan bahwa hukum kewarisan Islam tidak lagi ap/icable
dan memenuhi rasa keadilan masyarakat muslim di satu sisi, dan berbagai problem
dalam hukum kewarisan Islam yang menunjukkan kentalnya sifat jjtihadiyyaimya di
sisi lain, kiranya mendorong para ulama untuk melakukan upaya serius guna
merumuskan ulang hukum kewarisan yang lebih memenuhi umat Islam akan
keadilan, dengan tetap berpijak pada ajaran-ajaran al-Qur’an dan Sunnah. Tanpa
kesadaran dan kesungguhan untuk melakukan upaya ini, hukum kewarisan Islam
akan tetap menjadi warisan intelektual yang sekedar dikeramatkan tanpa pernah
diaplikasikan dalam kehidupan nyata.

Kedua, pembacaan 7ass-nass al-Qur’an dan hadis untuk membangun hukum
Islam pada umumnya dan hukum kewarisan Islam pada khususnya dengan
mengedepankan pendekatan bahasa (bayani) dan metode parsial-atomistik terbukti
tidak memadai dan menimbulkan banyak problem. Diperlukan keberanian untuk
merumuskan ulang hukum Islam dengan lebih mengedepankan pendekatan /stis/ahi
atau burhani dan metode yang holistik-sistemik. Hukum merupakan sebuah sistem
aturan untuk mewujudkan ketertiban dan memberikan keadilan bagi masyarakat, di
mana setiap bagian di dalamnya mestilah terkait dengan bagian yang lain.
Penyelesaian-penyelesaian persoalan hukum secara ad soc dan kasus per kasus yang
dilakukan para Sahabat dan kemudian diadopsi oleh fugaha’ generasi berikutnya
telah melahirkan problem-problem internal dalam bangunan hukum Islam sendiri.
Karena itu, rekonstruksi hukum Islam harus dilakukan secara sistemik dengan
pendekatan yang holistik agar menghasilkan sebuah sistem hukum yang koheren dan
konsisten.
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